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Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Praktik Penitipan Anak Oleh 
Orang Tua Yang Bekerja (Studi Kasus di Desa Moronyamplung Kecamatan 
Kembangbahu Kabupate Lamongan) yang dilakukan dengan metode penelitian 
wawancara, untuk menjawab masalah dalam penelitian ini maka terdapat dua 
rumusan masalah yaitu bagaimana praktik penitipan anak oleh orang tua yang 
bekerja di Desa Moronyamplung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten 
Lamongan dan bagaimana analisis hukum Islam dan UU No.23 Tahun 2002 
terhadap praktek penitipan anak di Desa Moronyamplung Kecamatan 
Kembangbahu Kabupaten Lamongan 
Untuk menjawab rumusan masalah maka penulis menggali data dengan 
cara wawancara kepada kepala desa dan beberapa tokoh masyarakat, dan melihat 
Undang-Undang No.23 Tahun 2002 selanjutnya data tersebut diolah dengan 
metode induktif. 
Jika dilihat dari pengertian dan hukum dari hadhanah sendiri dan 
kewajiban orang tua kepada anak terhadap penitipan anak di desa 
Moronyamplung dapat ditarik kesimpulan bahwa penitipan anak tersebut 
menyalahi aturan yang ada dalam hukum Islam, karena kedua orang tua 
tergolong mampu sehingga tidak perlu istri ikut bekerja, dan dalam praktek 
penitipan ini tidak adanya upah yang diberikan oleh orang tua kepada pengasuh. 
Karena pemberian upah untuk pengasuh sudah jelas dalam surat Al baqarah ayat 
233 bahwa ketika seseorang menitipkan anaknya ke orang lain harus diberi 
imbalan yang sepadan yaitu upah yang pantas karena ketiadaan upah tersebut 
dikawatirkan akan membuat pengasuh merawat si anak dengan seadanya karena 
tidak adanya timbal balik yang diberikan orang tua kepada pihak pengasuh. Jika 
dilihat dari beberapa pertimbangan diatas terhadap kasus penitipan anak di desa 
Maronyamplung kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan adalah 
melanggar dari Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak, 
bahkan adanya indikasi bahwa dari pihak orang tua menelantarkan anaknya. 
Kalaupun pihak orang tua menitipkan anaknya harusnya dengan memberi upah 
kepada pengasuh dan walaupun anaknya dititipkan orang tua juga harus punya 
waktu untuk memantau atau mengasuh sianak, tidak serta merta melepas 
tanggung jawab sebagai orang tua. 
Sejalan dengan kesimpulan di atas Ada baiknya jika kedua orang tua 
mampu anak tidak perlu dititipkan akan tetapi diasuh sendiri, akan tetapi jika 
kedua orang tua tidak mampu maka boleh diasuh oleh orang lain akan tetapi 
dengan upah yang pantas 
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A. Latar Belakang Masalah 
Anak-anak dalam keluarga adalah buah hati, permata rumah tangga, dan juga 
amanah Allah yang perlu dipelihara sebaik-baiknya. Demikianlah beberapa 
ungkapan masyarakat tersebar luas dalam mendudukan anak pada tempatnya 
yang cukup mulia dan berharga.
1
 
Maka berbahagia lah orang tua, baik di dunia maupun di akhirat kelak, kalau 
orang tua mengabaikan pendidikan terhadap mereka, maka akan sengsara sejak di 
dunia hingga di akhirat nanti.  
Oleh karena hal diatas, maka orang tua berkewajiban memelihara diri dari 
hal-hal yang tidak pantas, serta labih dahulu menjalankan perintah agama secara 
baik. Sebab anak lebih cenderung meniru dan  mengikuti kebiasaan yang ada di 
dalam lingkungan kehidupannya. Artinya mendidik anak dengan contoh perilaku 
langsung itu memiliki kebiasaan melakukan hal-hal yang baik maka anaknya pun 
akan menjadi manusia saleh.
2
 
Suasana pembangunan yang lebih terfokus di bidang ekonomi ditambah 
dengan era globalisasi dewasa ini telah membawa pengaruh yang tidak lagi bisa 
dibendung, mengalir deras tanpa kenal batas. Tawaran untuk menikmati gaya 
hidup global telah memacu semua orang untuk bekerja tak kenal waktu. Kondisi 
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 Hasan Basri, Keluarga sakinah; Tinjauan Psikologis dan Agama (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 
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 A.Mujab Mahalli, Kewajiban Timbal Balik Orang Tua-Anak (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 
1999), 134-1435. 

































demikian ini telah mengubah tatanan kehidupan keluarga termasuk 
memunculkan penampilan ibu yang berada dalam peran dan fungsinya selaku 
penyelenggara rumah tangga dan pendidik anak. 
Semakin maju dan berkembangnya teknologi informasi dan globalisasi, 
membuat pola hidup masyarakat di Negara maju lambat laun mulai merasuki 
kehidupan masyarakat timur, salah satu contohnya adalah semakin banyaknya 
wanita yang mempunyai dwifungsi, tidak hanya sebagai ibu rumah tangga tetapi 
juga sebagai wanita karir. Tingginya tuntutan ekonomi, apalagi di masa krisis 




Pemunculan ibu dalam kegiatan diluar rumah (bekerja, melakukan kegiatan 
social-budaya) yang mewarnai kehidupan keluarga di perkotaan, menimbulkan 
pertanyaan tentang hasil yang bisa diperoleh dari pendidikan anak. Pertanyaan 
ini menjadi terasa lebih bermakna karena ayah tak juga surut dari kegiatannya 
diluar rumah, bahkan cenderung meningkat seiring dengan tuntutan kehidupan, 
padahal kehadiran keduanya sangat diperlukan anak, tak peduli berapapun 
umurnya.  
Kaitannya dengan itu, siapa yang layak ditunjuk dan diserahi tanggung jawab 
sebagai ‘keluarga pengganti’ (mengandung makna bukan mengambil alih atau 
menghilangkan tanggung jawab dan fungsi keluarga sepenuhnya, melainkan 
hanya mengganti untuk sementara waktu selama orang tua berhalangan dalam 
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 Listia Natadja, ‚Tempat Penitipan Anak, Mewah, Menengah dan Sederhana (Studi 
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memberikan pendidikan sehingga anak terhindar dari stagnasi proses tumbuh 
kembang), tampaknya merupakan fenomena yang akan mewarnai wajah keluarga 
perkotaan di masa depan.  
Fenomena ini tentunya perlu disikapi sungguh-sungguh sejak sekarang, 
karena tidak mudah memperoleh ‘keluarga pengganti’ dalam keluarga yang bisa 
membantu dan berperan turun temurun, dari generasi ke generasi, seperti yang 
dialami pada era sebelumnya. 
Kesibukan kedua orang tua yang bekerja akan menyebabkan perhatian kepada 
anak berkurang, maka wajar apabila anak dititpkan di tempat penitipan anak 
dengan harapan mereka mendapat pengasuhan anak yang lebih baik. Kebanyakan 
dari orang tua yang menitipkan anaknya belum mengetahui apa saja faktor-faktor 
yang harus diperhatikan dan diperhatikan dan dipertimbangkan dalam memilih 
tempat penitipan anak yang sesuai bagi perkembangan anak mereka.  
Kualitas pengasuhan yang diberikan tentu saja sangat berperan penting dalam 
perkembangan anak, seperti seorang pengasuh harus dapat memberikan 
kebutuhan akan rasa disayangi, perasaan kehangatan dan perhatian dalam 
mengasuh. Tetapi hal-hal tersebut dapat dirasakan setelah melalui proses dalam 
jangka waktu tertentu dimana anak balita telah dititpkan di tempat tersebut.  
Faktor lain yang dapat dilihat langsung sebagai bahan masukan memilih 
menitipkan anak yang sesuai dengan melihat kondisi fisik dari elemen arsitek, 
faktor kenyamanan dan keamanan.
4
 Faktor fasilitas dan program pembelajaran 
yang diberikan kepada anak dalam membantu stimulasi tumbuh kembangnya,. 
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Padahal pada masa-masa balita seorang anak mempunyai kemampuan belajar 




Dalam perspektif tersebut, pemahaman mengenai berbagai kebutuhan 
perkembangan anak serta pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar tersebut dalam 
meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak, termasuk pemahaman mengenai 
lembaga yang dapat dijadikan alternatif pemenuhan kebutuhan dasar 
perkembangan anak, menjadi salah satu cara untuk mengatasi persoalan-
persoalan yang berkaitan dengan kecenderungan berkurangnya fungsi keluarga 
dalam melaksanakan pengasuhan dan pendidikan, yang pada gilirannya bisa 
mengupayakan pemecahannya dengan memilih ‘keluarga pengganti’ yang dapat 
meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak. 
Secara umum menurut pasal 33 dan pasal 34 Undang-undang No.1 tahun 
1974 tentang perkawinan, suami-istri wajib saling setia dan mencintai, hormat-
menghormati, dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin. Suami wajib 
melindungi dan memenuhi keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan 
kemampuannya. Begitu pula sang istri, istri wajib mengatur urusan rumah tangga 
sebaik-baiknya. 
Berbicara mengenai hak dan kewajiban istri-suami maka hak dan kewajiban 
tersebut dapat dipisahkan menjadi dua kelompok, Pertama hak dan kewajiban 
yang berupa kebendaan, yaitu mahar dan nafkah. Kedua hak dan kewajiban yang 
bukan kebendaan. 
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 FJ. Monk, Knoers, AMP, Siti Rahayu Hadinoto, Psikologi Perkembangan(Yogyakarta: Gajah 
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Yang merupakan hak dan kewajiban yang berupa kebendaan antara lain 
adalah Pertama, suami wajib memberikan nafkah pada istrinya. Maksudnya 
adalah suami memenuhi kebutuhan istri meliputi makanan, pakaian, tempat 
tinggal dan kebutuhan rumah tangga pada umumnya. 
Kedua, suami sebagai kepala rumah tangga. Dalam hubungan suami-istri 
maka suami sebagai kepala rumah tangga dan istri berkewajiban untuk mengurus 
rumah tangga sehari-hari dan pendidikan anak. Akan tetapi, ini tidak berarti sang 
suami boleh bertindak semaunya tanpa memperdulikan hak-hak istri. Apabila hal 
ini terjadi maka istri berhak untuk mengabaikannaya. Ketiga, istri wajib 
mengatur rumah tangga sebaik mungkin. 
Adapun hak dan kewajiban suami-istri yang bukan kebendaan adalah 
pertama, suami wajib memperlakukan istri dengan baik. Maksudnya suami harus 
menghormati istri, memperlakukannya dengan semestinya dan bergaul 
bersamanya secara baik. 
Kedua, suami wajib menjaga istri dengan baik. Maksudnya suami wajib 
menjaga istri termasuk menjaga harga diri istri, menjunjung kemuliaan istri dan 
menjauhkannya dari fitnah. 
Ketiga, suami wajib memberikan nafkah batin kepada istri. Keempat, suami 
wajib bersikap sabar dan selalu membina ahlak istri. Maksudnya suami wajib 
untuk bersikap lemah lembut terhadap istrinya dan harus bersikap tegas ketika 
melihat istrinya melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan agama. Sikap 
tegas di sini dimaksudkan untuk mendidik dan membina ahlak istri. 
Keempat, istri wajib melayani suami dengan baik. Maksudnya seorang istri wajib 

































mentaati keinginan suaminya selama keinginan tersebut tidak bertentangan 
dengan syariat agama. 
Kelima, istri wajib memelihara diri dan harta suami. Maksudnya istri harus 
benar-benar menjaga diri jangan sampai menjadi perhatian orang yang 
mengakibatkan fitnah. Seorang istri juga wajib menjaga harta milik suami, 
dengan tidak membelanjakannya untuk hal-hal yang tidak penting. Keenam, istri 
wajib untuk tidak menolak ajakan suami ke tempat tidur.
6
 
Di Desa Moronyamplung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan 
yang berpenduduk 382 Kepala Keluaraga dan 50% diantaranya adalah wanita 
karir, Dalam kasus yang terdapat di desa Desa Moronyamplung Kecamatan 
Kembangbahu Kabupaten Lamongan yaitu kedua orang tua ini lebih 
mementingkan mengejar karir daripada lebih memilih untuk menjaga anak, 
kenapa tidak suami saja yang bekerja karena tugas suami adalah mencari nafkah 
untuk keluarganya, menurut penulis dalam keluarga ini untuk faktor ekonomi 
dapat dikatakan mampu, mengapa sang istri juga ikut bekerja dan membiarkan 
anaknya diasuh oleh tetangga sekitar, bukannya itu sudah kewajiban seorang istri 
intuk mnejaga ana-anaknya. Maka kewajiban orang tua terhadap anaknya bukan 
hanya mencarikan nafkah, tetapi lebi dari itu orang tua juga harus mengarahkan 
anak-anaknya untuk mengerti kebenaran, mendidik akhlaqnya dan memberi 
contoh yang baik-baik, dan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga 
sudah mengatur bahwa setiap anak setiap anak berhak untuk mengetahui orang 
tuanya, dibesarkan oleh orang tuanya.  
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 Amir Syarifuddin, ‚Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara  Fiqh Munakahat dan 
Undang-undang  Perkawinan‛, (Jakarta: KENCANA 2006), Hal. 163-165 

































Apabila orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak 
tersebut terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak 
asuh oleh orang tua lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 7), 
setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 14). 
Sebagai lembaga pendidikan anak yang utama dan pertama keluarga dalam 
pendidikan Islam mempunyai pengaruh besar terhadap kepribadian anak karena 
suasana pendidikan yang pertama kali dialaminya akan selalu menjadi kenangan 
sepanjang gidupnya. Pendidikan seperti ini memerlukan pembiasaan dan 
pemeliharaan dengan penuh rasa kasih sayang dari kedua orang tuanya.
7
 
Dengan latar belakang seperti inilah yang menjadi pertimbangan penulis 
ingin sekali membahas, meneliti lebih mendalam mengenai dampak tindakan 
tersebut terhadap pendidikan anak yang didtitipkan oleh orang tua yang bekerja 
di Desa Moronyamplung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan. 
 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah dalam 
penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasikan sebagai 
berikut: 
1. Hak anak yang tidak terpenuhi dalam UU No.23 Tahun 2002. 
2. Faktor, efek dan psikologi anak ketika jauh dari orang tua. 
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3. Hal yang menjadikan kedua orang tua lebih memilih menitih karir daripada 
merawat anak. 
4. Bagaimana sistem praktik penitipan anak diluar TPA. 
5. Pandangan hukum Islam terhadap praktik penitipan anak. 
6. Bagaimana korelasi UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang 
berlaku di Desa Moronyamplung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten 
Lamongan. 
7. Bagaimana pandangan Islam terhadap seorang istri yang lebih memilih untuk 
menitipkan anaknya. 
8. Bagaimana pendapat tokoh masyarakat tentang praktik penitipan anak 
tersebut. 
Dari identifikasi masalah tersebut. Maka penulis akan membatasi masalah 
yang akan dikaji sebagai berikut: 
1. Bagaimana praktik penitipan anak oleh orang tua yang bekerja di Desa 
Moronyamplung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan. 
2. Bagaimana analisis hukum islam dan UU No.23 Tahun 2002 tentang 
perlindungan anak di Desa Moronyamplung Kecamatan Kembangbahu 
Kabupaten Lamongan. 
 
C. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang masalah tersebut maka masalah yang akan peneliti  bahas 
dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

































1. Bagaimana praktik penitipan anak oleh orang tua yang bekerja di Desa 
Moronyamplung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan ? 
2. Bagaimana analisis Hukum Islam dan UU No.23 Tahun 2002 terhadap 
praktek penitipan anak di Desa Moronyamplung Kecamatan Kembangbahu 
Kabupaten Lamongan. 
 
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka dalam suatu penelitian ilmiah adalah salah satu bagian 
penting dari keseluruhan langkah-langkah metode penelitian. Cooper dalam 
Creswell mengemukakan bahwa kajian pustaka memeiliki beberapa tujuan yakni; 
menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat 
dengan penelitian yang dialkukan pada saat itu, menghubungkan penelitian 




Sebelum peneliti melakukan penelitian, sudah ada penelitian terdahulu yang 
meneliti tentang kasus ini, akan tetapi menurut peneliti penelitian terdahulu 
mempunyai perbedaan dengan apa yang teliti oleh penelitian kali ini, diantaranya 
sebagai berikut:  
1. Lely Elvirawati dengan judul ‚Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Pelaksanaan Penitipan Anak di Tempat Penitipan Anak Balita Sandhy 
Putra Surabaya‛. Dari hasil kesimpulan dari penelitian yang diangkat 
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 Creswell John W., Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods 
Approaches,3th, terjemahan Achmad Fawaid, (Yogyakarta, 2010). 40. 

































bahwa mengingat pada usia balita merupakan masa yang sangat 
menetukan bagi perkembangan anak selanjutnya, maka para perawat 
balita dalam menjaga dan mengasuh balita hendaknya tetap 
memperhatikan kebutuhan rohani, jasmani dan sosial anak, dan bagi 
orang tua balita, hendaknya mempunyai waktu untuk mengasuh dan 
membimbing anak, sehingga tidak hanya menggantungkan dari asuhan 
dan bimbingan perawat balita.
9
 
2. Skripsi Dzanur Roin yang berjudul ‚Dampak Orang Tua Yang Bekerja di 
Malaysia Terhadap Pendidikan Anak di Desa Patenan Kecamatan 
Panceng Kabupaten Gresik‛ dari penelitian tersebut dapat ditarik 
kesimpula bahwa nilai mata uang ringgit (Malaysia) terhadap mata uang 
rupiah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat desa Pantenan 
sehingga banyak keluarga yang berbondong-bondong untuk menjadi 
tenaga kerja Indonesia karena kerja dirumah sebagai seorang petani tidak 
bisa banyak membantu dalam meningkatkan perekonomian keluarga. 
Kemudian dampak yang signifikan tentang orang tua yang bekerja di 




3. Skripsi Nur Kholifah yang berjudul ‚Dampak Orang Tua Wanita Karir 
Terhadap Keberhasilan Pendidikan Agama Islam Anak Usia Sekolah 
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 Lely Elvirawati,‛Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penitipan Anak di Tempat 
Penitipan Anak‛(skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya 1995) 62-63 
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 Dzanur Roin ‚Dampak Orang Tua Yang Bekerja di Malaysia Terhadap Pendidikan Anak Di 
Desa Patenan Kecamatan Pnceng Kabupaten Gresik‛(skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 
Surabaya 2007) 83-84 

































Dasar di Desa Simpang Kabupaten Sidoarjo‛ dari penelitian tersebut 
menghasilan temuan bahwa bentuk perhatian wanita karir terhadap 
keberhasilan pendidikan Agam Islam anak usia sekolah dasar di desa 
simpang kabupaten sidoarjo tergolong baik, terbukti dengan kegiatan 
keagamaan seperti mengaji, shalat, memberi sedekah dan sebagainya.
11
 
Menurut penulis penelitian skrisi di atas hanya memaparkan tentang 
penitipan anak di TPA, dan hanya membahas tentang analisis dan tinjauan 
hukum islam dan hanya terpaku dengan penitipan anak. Skripsi yang akan 
dibahas oleh peneliti kali ini akan mencoba menerangkan dan memaparkan lebih 
rinci tentang praktek penitipan anak dengan tinjauan Hukum Islam maupun UU 
No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Serta apa saja yang menjadikan 
kedua orang tua lebih memilih mementingkan karir dan memilih bekerja diluar 
rumah dari pada lebih memilih tentang kewajiban sebagai orang tua yang harus 
menjaga dan mendidik anak secara langsung. Kemudian perbedaan dengan 
penelitian terdahulu yang kebanyakan menitipkan anak di Tempat Penitipan 
Anak (TPA), penelitian kali ini praktek penitipan anak tersebut hanya dititipkan 
di tetangga sekitar dikarenakan tidak ada tempat penitipan anak. 
 
E. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan pertanyan yang disebut dalam rumusan masalah, maka tujuan 
yang diterapkan adalah sebagai berikut: 
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 Nur Kholifa ‚Dampak Orang Tua Wanita Karir Terhadap Keberhasilan Pendidikan Agama 
Islam Anak Usia Sekolah Dasar di Desa Simpang Kabupaten Sidoarjo‛(skrips—UIN Sunan 
Ampel Surabaya, Surabaya 2007) 106 

































1. Untuk menjelaskan bagaimana praktik penitipan anak di Desa 
Moronyamplung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan. 
2. Untuk mengetahui bagaimana praktik penitipan anak oleh orang tua yang 
terjadi di Desa Moronyamplung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten 
Lamongan, prespektif Hukum Islam dan UU No.23 Tahun 2002. 
 
F. Kegunaan Penelitian 
Pengkajian dari permasalahan ini diharapkan mempunyai nilai tambah baik 
bagi pembaca terlebih lagi bagi penulis sendiri, baik secara teoritis maupun 
secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang di lakukan ini dapat di 
tinjau dari dua aspek, yaitu : 
1. Secara teori, hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan 
kewajiban orang tua prespektif Hukum Islam dan Yuridis. 
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan penyadaran 
terhadap masyarakat terkait UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan 
anak, agar bisa dilaksanakan oleh masyarakat. 
 
G. Definisi Operasional 
Untuk menghindari munculnya salah pengertian terhadap judul penelitian 
skripsi ini, yaitu ‚Analisis Hukum Islam dan UU No.23 Tahun 2002 Tantang 
Perlindungan Anak Oleh Orang Tua Yang Bekerja (Studi Kasus di Desa 

































Moronyamplung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan). Maka perlu 
dijelaskan beberapa istilah yang berkenaan dengan judul di atas : 
1. Hukum Islam adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan Allah yang di 
bawa Nabi untuk umat-Nya yang wajib dita’ati oleh seorang muslim yang 
meliputi keimanan, pemahaman manusia terhadap ketentuan-ketentuan 
allah dan kesusilaan (akhlaq) dan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-
hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan). 
2. Penitipan anak adalah kedua orang tua yang menitipkan anak kepada 
tetangga atau kerabat dikarenakan orang tua yang bekerja. 
 
H. Metode Penelitian 
Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut: 
1. Data Yang Dikumpulkan 
Skripsi ini seperti yang telah dikemukakan di atas, maka data yang akan 
dikumpulkan adalah tentang praktek penitipan anak oleh orang tua yang 
bekerja di Desa Moronyamplung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten 
Lamongan. 
2. Sumber Data 
Data penelitian ini dapat diperoleh dari beberapa sumber data sebagai 
berikut: 

































a. Sumber Primer, sumber yang diperoleh secara langsung dari orang yang 
melakukan praktik penitipan anak
12
, istri-istri yang bekerja, suami dari 
istri yang melakukan praktik penitipan anak, orang yang merawat anak 
yang dititipkan dan masyarakat sekitar tentan pendapat menitipkan anak 
di desa moronyamplung. Dalam penelitian ini, yaitu sumber data yang 
pengambilannya diperoleh dari tempat penelitian. 
b. Sumber Sekunder, yaitu informasi yang telah dikumpulkan pihak lain13. 
Dalam penelitian ini, merupakan data yang bersumber dari pandangan 
beberapa tooh mayarakat yang ada di sekitar yang ada dan ada memiliki 
hubungan dengan yang melakukan praktek penitipan anak tersebut. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Terdapat beberapa macam teknik pengumpulan data, dan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Interview (wawancara), metode 
wawancara atau interview yaitu metode ilmiah yang dalam pengumpulan 
datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan sumber 
obyek penelitian.
14
Wawancara sebagai alat pengumpul data dengan jalan 
Tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandasaskan 
pada tujuan penelitian. Wawancara yang peneliti lakukan, yaitu dengan: 
1) 5 orang istri yang bekerja dan menitipkan anak di Desa Moronyamplung 
2) Pengasuh anak di tempat penitipannya 
                                                          
12
 Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teoridan Praktek, (Jakarta: PT. RinekaCipta, 2004), 
87. 
13
Hermawan Wasito, Pengantar Metodologi Penelitian-Buku Panduan Mahasiswa, (Jakarta: PT. 
Gramedia Pusaka Utama, 1992), 69.  
14
LexyJ.Moeloeng, MetodePenelitianKualitatifCet I, (Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2000), 
135. 

































4. Teknik Pengelolahan Data 
Data-data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber data 
akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 
a.  Editing, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh 
dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang 
meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, 
kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.
15
 Teknik ini 
digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah 
penulis dapatkan, dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi 
dokumentasi. 
b.   Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi 
sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai 
dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.
16
 
Dengan teknik ini diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran 
terkait praktek penitipan anak. 
c.  Analyzing, yaitu dengan memberikanan analisis lanjutan terhadap hasil 
editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber 




5. Teknik Analisis Data 
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Setelah selesai dengan menganalisa data deskriptif dengan pola pikir, 
maka berikutnya adalah pembahasan terhadap data yang telah dianalisa. 
Dalam hal ini penulis menggunakan metode sebagai berikut: 
Metode Induktif 
Mengemukakan fakta/kenyataan-kenytaan dari hasil penelitian kemudian 
ditark suatu kesimpulan secara umum tentang pelaksanaan praktik 
penitipan anak. 
 
I. Sistematika Pembahasan 
Agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah dan sesuai dengan apa yang 
direncanakan atau diharapkan oleh penulis, maka disusunlah sistematika 
pembahasan sebagai berikut: 
Laporan penelitian ini dimulai dengan bab pertama yaitu pendahuluan. Dalam 
bab ini, penulis cantumkan beberapa sub bab yaitu: latar belakang masalah, 
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan 
penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan 
sistematika pembahasan. 
Kemudian dilanjutkan dengan bab dua membahas tentang landasan teori yang 
berisi tentang Hadonah dan UU perlindungan anak, mendukung dalam penelitian 
yang meliputi pengertian Hukum Islam, UU No.23 Tahun 2002 tentang 
perlindungan anak dan pengertian anak. 

































Bab tiga penyajian data, berisi mengenai data umum seperti; Kondisi 
masyarakat di Desa Moronyamplung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten 
Lamongan serta pendapat masyarrakat sekitar dan tokoh agama seperti Ustadz, 
Modin, Kyai tentang praktek penitipan anak di desa tersebut. 
Selanjutnya bab empat analisis data, peneliti akan membahas 
tentang‚Analisis Hukum Islam dan UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan 
anak terhadap praktik penitipan anak oleh orang tua yang bekerja di Desa 
Moronyamplung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan. 
Skripsi ini diakhiri dengan bab lima, yaitu penutup dari pembahasan skripsi 
ini yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan selanjutnya memberikan 
saran 


































HADHANAH DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.23 
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK 
  
A. Hadhanah 
1. Pengertian Hadhanah 
Dalam  Islam  pemeliharaan  anak  disebut  hadhanah.  Secara  etimologis, 
hadhanah   jamaknya  ahdhan  atau  hudhun  terambil  dari  kata  hidhn  yaitu  
anggota badan  yang  terletak  di  bawah  ketiak  hingga  al-kayh  (bagian  badan  
sekitar  pinggul antara  pusat  hingga  pinggang).  Burung  dikatakan  hadhanat- , 
manakala burung tidak mengerami telurnya karena dia mengumpulkan 
(mengempit) telurnya itu ke dalam dirinya di bawah (himpitan) sayapnya.
1
 
Demikian pula sebutan hadhanah  diberikan  kepada  seorang  perempuan  (ibu)  
manakala  mendekap (mengemban) anaknya di bawah ketiak, dada, serta 
pinggulnya.
2
 Hadhanah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang 
rusuk atau di  pangkuan.
3
 Hadhanah juga berarti “di samping” atau berada “di 
bawah ketiak” Sedangkan  secara  terminologis,  hadhanah  adalah  merawat  dan  
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 Ahmad  Warson,  Kamus  Al-Munawir  Arab     Indonesia,  (Surabaya  :  Pustaka  Progresif, 
1997), 296.  
2
 Sayyid Sabiq, Fiqhus-Sunnah Jilid 2, (Beirut-Lubhan: Dar al-Fikr, 1973), h. 339 
3
 DEPAG RI, Ilmu Fiqh, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 
ProyekPembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN Jakarta, 1984/1985. Jilid 
II, 206. 

































mendidik  seseorang yang belum mumayiz atau yang kehilangan kecerdasannya, 
karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri.
4
  
Dalam kajian fikih, pemeliharaan anak biasa disebut dengan hadhanah yang 
berarti  memelihara  seorang  anak  yang  belum  mampu  hidup  mandiri  yang  
meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukannya baik dalam bentuk 
melaksanakan maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang dapat 
merusaknya.
5
 Para  ulama  Fikih  mendefinisikan  hadhanah  yaitu  melakukan  
pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, 
atau yang sudah besar tetapi  belum  tamyiz,  menyediakan  sesuatu  yang  
menjadi  kebaikannya,  menjaganya dari  sesuatu  yang  menyakiti  dan  
merusaknya,  mendidik  jasmani,  rohani,  akhlaknya agar mampu berdiri sendiri 
menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.
6
  
Dalam kitab Subulus salam disebutkan bahwa hadhanah adalah pemeliharaan 
anak  yang  belum  mampu  berdiri  sendiri  mengurus  dirinya,  pendidikannya  





2. Hadhanah Menurut Hukum Islam 
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 Amiur  Nuruddin,  dkk,  Hukum  Perdata  Islam  Di  Indonesia,  (Jakarta:  Kencana,  2006),  293 
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 Ali Zainuddin, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 67.   
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Pemeliharaan anak dalam Hukum Islam adalah Perceraian bukanlah 
halangan bagi anak untuk memperoleh hak pengasuhan atas dirinya dan kedua 
orang tuanya, satu hal yang menjadi ketakutan besar bagi seorang anak adalah 
perceraian orang tua, ketika perceraian terjadi anak akan menjadi korban utama. 
Orangtua yang bercerai harus tetap memikirkan bagaimana membantu anak 
untuk mengatasi penderitaan akibat perpisahan orang tuanya. Orang tua adalah 
orang pertama yang bertanggung jawab untuk membayarkan hak-hak anak 
keturunan mereka. Namun, tidak jarang tugas seperti itu menjadi terputus baik 
atas kehendak suami istri, maupun diluar kehendak mereka. Suatu perceraian, 
khusus pada cerai hidup meskipun bisa melegakan hati dua belah pihak, tetapi 
sudah pasti merupakan pengalaman pahit bagi sang anak. 
 
Setelah bercerainya kedua orangtua tentunya akan adanya hak hadhanah 
terhadap si anak baik kepada si ibu maupun ayahnya berdasarkan keputusan yang 
telah ditetapkan oleh hakim. Hadhanah merupakan kebutuhan atau keharusan 
demi kemaslahatan anak itu sendiri, sehingga meskipun kedua orang tua mereka 
memiliki ikatan atau sudah bercerai anak tetap berhak mendapatkan perhatian 
dari kedua anakanya. 
 
3. Definisi Hadhanah Menurut Para Ahli 

































Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak 
hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.
8
 
Hadhanah menurut bahasa adalah Al- Janbu berarti erat atau dekat, 
sedangkan menurut istilah memelihara anak laki-laki atau perempuan yang masih 
kecil dan belum dapat mandiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari 
segala yang membahayakan dirinya, mendidik rohani dan jasmani serta akalnya 




Pengertian diatas selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh sayyid 
sabiq bahwa hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil, 
laki- laki ataupun perempuan atau yang sudah besar belum mumayyiz tanpa 
kehendak dari siapapun, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, 




Berdasarkan pengertian diatas  hadhanah  merupakan  pemeliharaan  anak 
dari   sejak mengandung sampai melahirkan anak di waktu masih bayi yang 
tentunya memerlukan belaian kasih sayang seorang ibu yang akan 
menghangatkan dengan kasih sayangnya. Namun disamping itu sendiri para 
fuqoha mendefinisikan hadhanah sebagai berikut : 
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1. Fuqaha Hanifah 
Hadhanah merupakan salah satu usaha mendidik anak yang dilakukan 
orang yang mempunyai hak mengasuh.
11
 
2. Ulama Syafi’iah 
Hadhanah merupakan mendidik orang yang tidak dapat mengurus dirinya 
sendiri dengan apa yang bermaslahat baginya dan memeliharanya dari apa 




Ulama fiqh mengatakan hadhanah merupakan suatu kewenangan untuk 
merawat dan mendidiknya anak yang belum mumayiz bahkan orang dewasa akan 
tetapi kehilangan akalnya. Sehingga ulama fiqh mengatakan yang lebih utama 
untuk mengasuh anak adalah kaum wanita.
13
 
Dalam pemeliharaan anak terjadi kerancuan terhadap perwalian, oleh karena 
itu harus dibedakan antara pemeliharaan dan perwalian. Abdul 
Manan  dalam  artikel  mimbar hukum,  mengemukakan perwalian jika kekuasaan 
dicabut dari kedua orang tuanya, maka berdasarkan pasal 50 ayat (1) Undang-
undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pelaksanaan penguasaan anak 
akan diurus oleh wali yang ditunjuk. Jadi perwalian itu terjadi akibat dari 
pencabutan orang tua (onderlyke macht) terhadap anak-anaknya. Bahkan terjadi 
ketika orang tua sudah meninggal dunia maka harus ada perwalian yang 
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bertanggung jawab yang meliputi diri pribadi dan harta benda yang berada dalam 
perwaliannya. 
Dalam hal ini pengertian hadhanah dan perwalian jangan sampai rancu dalam 
mengartikannya, Hadhanah merupakan suatu kewenangan untuk memelihara dan 
mendidik anak yang masih kecil yang belum bisa memenuhi kebutuhan sendiri 
dan tentunya mengasuh anak orang yang sudah dewasa akan tetapi kehilangan 
akalnya atau idiot. Sedangkan perwalian yaitu pelaksanaan penguasaan anak baik 
diri pribadi dan harta benda yang akan dijalankan terhadap orang yang 
bertanggung jawab. 
Hukum pemeliharaan anak itu sendiri yaitu hukumnya wajib, sebagaimana 
wajibnya masih dalam ikatan perkawinan, lain halnya apabila terjadinya sebuah 
perceraian antara keduanya sehingga harus ditentukan hak hadhanah, sehingga 
dibutuhkan biaya hidup dalam pemeliharaan anak. 
Faktor untuk kecakapan atau kepatutan untuk memelihara anaknya maka 
harus ada syarat- syarat tertentu, yaitu :
14
 
1. Berakal   sehat,   karena   orang   gila   tidak   boleh   menangani   dan   m
enyelenggarakan hadhanah. 
2. Merdeka, sebab seorang budak kekuasaannya kurang lebih terhadap anak 
dan kepentingan terhadap anak lebih tercurahkan kepada tuannya. 
3. Beragama Islam, karena masalah ini untuk kepentingan agama yang ia 
yakini atau masalah perwalian yang mana Allah tidak mengizinkan 
terhadap orang kafir. 
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  Ibnu Qasim, Tausyih Ala Ibnu Qasim, Al-Hidayah, TT, Surabaya, hal.234-235 


































5. Belum menikah dengan laki- laki lain bagi ibunya. 
6. Bermukim bersama anaknya, bila salah satu diantara mereka pergi maka 
ayah  lebih berhak karena untuk menjaga nasabnya. 
7. Dewasa, karena anak kecil sekalipun mumayyiz tetapi ia butuh orang 
lain  untuk  mengurusi dirinya. 




Sedangkan dalam KHI pada pasal 156 juga mengatur tentang 
hadhanah  pada  perceraian: 
1. Anak yang belum mumayyiz dipelihara oleh ibunya 
kecuali  telah  meninggal  dunia,  maka kedudukannya diganti oleh; 
 Wanita- wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, 
 Ayah, 
 Wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, 
 Saudara- saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, 
 Wanita- wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu, 
 Wanita- wanita sedarah menurut garis samping ayah. 
2. Anak yang sudah mumayyiz berhak 
memilih  untuk  mendapatkan  hadhanah  dari  ayahnya atau ibunya. 
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3. Apabila pemegang hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan 
jasmani  dan  rohani  anak meskipun tercukupi biayanya, maka atas 
permintaan kerabat yang juga mempunyai hak yang dapat menuntut ke 
pengadilan untuk memindahkan hak hadhanah. 
4. Biaya hadhanah tangung jawab ayah sekurang- kurangnya sampai dewasa 
dan dapat mengurus sendiri 21 (dua puluh satu) tahun. 
5. Apabila ada perselisihan PA dapat memutuskan berdasarkan a, b, c dan d. 
6. Pengadilan dapat pula mengingat kemampuan ayahnya pada penetapan 
jumlah biaya untuk memelihara dan pendidikan anak. 
 
Adapun hikmah hak memelihara anak menurut Ali Ahmad Al- Jurjawi dilihat 
dari 2 segi: 
1. Tugas laki- laki dalam urusan penghidupan dan masyarakat 
berbeda  dengan  tugas  wanita, perhatian seorang ibu terhadap anaknya 
lebih tepat dan cocok untuk memelihara anaknya. 
2. Seorang ibu mempunyai rasa kasih sayang yang lebih besar terhadap 
anaknya dari pada seorang ayah dan curahan hati tercurah lebih untuk 
anaknya. 
 
Dasar dari pada hukum pemeliharaan anak itu sendiri yaitu hukumnya wajib, 
sebagaimana wajibnya masih dalam ikatan perkawinan, lain halnya apabila 

































terjadinya sebuah perceraian terjadi diantara keduanya sehingga harus ditentukan 
hak hadhanah, sehingga dibutuhkan biaya hidup dalam pemeliharaan anak. 
Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah 2:233 yang 
berbunyi. 
“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, 
yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi 
makan dan Pakaian  kepada para ibu dengan cara ma’ruf. seseorang tidak dibebani 
melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita 
kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun 
berkewajiban demikian.  apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) 
dengan kerelaan keduanya dan  permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas 
keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada 
dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 
bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa 
yang kamu kerjakan”. 
Dalam ayat tersebut menjelaskan bagaimana ibu menyusui adalah hak ibu 
mendapatkan nafkah bagi si ibu dan terutama anaknya, karena bapak 
berkewajiban mencukupi sandang dan pangan. Mereka dibangsakan atas nama 
bapak dan pemberian nafkah itu juga hendaklah sesuai dengan kelayakan si 
wanita dalam lingkungannya, sehingga ia tidak mengalami kesulitan dalam bentuk 
pelayanan apapun cara-cara penuaiannya. 
Ayah dan ibu sebaiknya saling berbagi dalam susah dan kebahagiaan 
terhadap anak dan menjadikan anak yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa tanpa 

































menelantarkan dan menyusahkan si anak tanpa di beri hak hadhanah yang hanya 
mementingkan hal pribadi dan apapun itu mengenai kebutuhan anak harus 
diperhatikan demi kebaikan dan kelangsungan pertumbuhannya baik dari segi 
jasmani maupun rohaninya. 
 
4. Yang Berhak Melakukan Hadhanah 
Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XIV Pasal 105 disebutkan : Dalam 
hal terjadinya perceraian : 
Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun 
adalah hak ibunya. 
Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk 
memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. 
Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. 
Dan pada Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan dan Akibatnya, pada 
pasal 41 disebutkan, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: 
Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-
anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan 
mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan. 

































Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 
pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataan tidak 
dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu 
ikut memikul biaya tersebut. 
Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan 
biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. 
Bagian Ketiga Akibat Perceraian Pasal 156, Akibat putusnya perkawinan 
karena perceraian ialah : 
Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya, 
kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 
wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam 
garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, 
wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. 
Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadanah 
dari ayah atau ibunya. 
Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan 
jasmani dan rohani anak meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, 
maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat 
memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah 
pula.Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah 

































menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa 
dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) 
Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, 
Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),(b), dan 
(d). Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan 





5. Dasar Hukum Hadhanah 
Sebagaimana firman Allah SWT 
                
                 
                       
                         
        
“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu 
bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi 
Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani 
melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita 
kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun 
berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) 
dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas 
keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak 
ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 
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 http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id/hadhanah-dalam-kompilasi-hukum-islam/ diakses 
pada 24Januari 2018 

































bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa 
yang kamu kerjakan.”17 
 
Pada  ayat  ini,  Allah  SWT  mewajibkan  kepada  orang  tua  untuk  memelihara 
anak  mereka,  ibu  berkewajiban  menyusuinya  sampai  umur  dua  tahun.  Dan 
bapak berkewajiban  memberikan  nafkah  kepada  ibu.  Dibolehkan  mengadakan  
penyapihan (menghentikan penyusuan) sebelum dua tahun apabila ada 
kesepakatan antara kedua orang  tua  dan  mereka  boleh  mengambil  perempuan  
lain  untuk  menyusukan  anak tersebut dengan syarat memberikan upah yang 
pantas. Hal ini demi keselamatan anak itu sendiri.
18
 
                     
        
“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 
diperintahkan.”19 
Pada ayat ini orang  tua  diperintahkan  Allah  SWT  untuk  memelihara 
keluarganya dari api neraka, dengan berusaha  agar seluruh anggota keluarganya 
itu melaksanakan perintah-perintah  dan  menjauhi  larangan-larangan  Allah,  
termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak. Kewajiban membiayai 
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 Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahnya(Bandung; Diponegoro,2012), 
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 Syaikh Hasan Ayyub, Fiqh Keluarga, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 392-393 
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 Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahnya(Bandung; Diponegoro,2012), 
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anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat 
dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah perceraian.
20
 
6. Syarat-Syarat Hadhanah 
Seorang  hadhinah  atau  hadhin  yang  menangani  dan  menyelenggarakan 
kepentingan anak kecil yang diasuhnya, yaitu adanya kecukupan dan kecakapan 
yang memerlukan  syarat-syarat  tertentu.  Jika  syarat-syarat  itu  tidak  
terpenuhi  satu  saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan hadhanah.  
Adapun syarat-syarat hadhanah, antara lain: 
1. Baligh dan berakal sehat; hak hadhanah anak diberikan kepada orang  
yang berakal sehat dan tidak terganggu ingatannya, sebab hadhanah itu 
merupakan pekerjaan yang penuh tanggung jawab. Oleh karena itu,  
seorang ibu yang mendapat gangguan jiwa atau gangguan ingatan tidak  
layak melakukan tugas hadhanah. Imam Ahmad bin Hanbal 




2. Dewasa; anak kecil, meskipun tergolong mumayiz, tetap bergantung pada 
orang lain  yang  mengurus  dan  mengasuhnya.  Sehingga  tidak  layak  
mengasuh  orang lain.
22
 
3. Mampu mendidik. 
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 Amir  Syarifuddin,  Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia,  (Jakarta:  Kencana,  2007), 
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4. Amanah dan berakhlak: sebab orang yang curang, tidak dapat dipercaya 
untuk menunaikan kewajibannya dengan baik. Bahkan dikhawatirkan bila 




5. Islam; anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan 
muslim (non muslim), sebab hadhanah merupakan masalah perwalian. 
Sedangkan Allah SWT tidak membolehkan seorang mukmin di bawah 
perwalian orang kafir. 
Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 141: 
 …           
Artinya: “…dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-
orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. 
 
Selain itu, agama anak dikhawatirkan terpengaruh oleh pengasuh, karena 
tentu akan berusaha keras mendekatkan anak tersebut dan mendidiknya 
berdasarkan ajaran agamanya. Akibatnya, di kemudian hari anak akan 




6. Ibunya belum menikah lagi, jika si ibu telah menikah lagi dengan laki-laki 
lain, maka hak hadhanah menjadi hilang. 
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7. Merdekan, sebab seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-




Menurut Imamiyah, pengasuh harus terhindar dari penyakit-penyakit 
menular. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal, pengasuh harus terbebas 




Peraturan perundang-undangan Indonesia, seperti terlihat jelas dalam 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur oemeliharaan anak sedemikian rupa. 
Namun, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
maupun KHI tidak membahas mengenai syarat-syarat pihak yang berhak atas 
pengasuhan. Ini berbeda dengan aturan fikih yang menetapkan bahwa seorang 




B. KEWAJIBAN ORANG TUA ANAK DALAM UNDANG UNDANG 
Tanggung jawab adalah ciri manusia beradab (berbudaya). Manusia merasa 
bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, 
dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau 
pengorbanannya. Untuk memperoleh atau meningkatka kesadaran bertanggung 
jawab perluditempuh usaha melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan, dan 
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 Ali Abdulloh, “Hadhanah”, artikel diakses pada 30 Mei 2017 dari 
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takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang tua adalah ayah dan atau ibu 
kandung
28
 dan menurut kamus besar bahasa indonesia menterjemahkan 
pengertian orang tua ialah ayah dan atau ibu kandung yang dianggap sebagai tua; 
orang-orang yang dihormati (disegani) dilingkungannya.
29
  
Di dalam Undang-Undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 bagian kedua hak 
dan kewajiban orang tua, ada pada Pasal 7, yaitu:
30
 
(1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan 
memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.  
(2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan 
pendidikan dasar kepada anaknya.  
Pasti masing-masing orang akan memikul suatu tanggung jawabnya sendiri 
sendiri. Apabila seseorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu ada pihak 
lain yang memaksa untuk tindakan tanggung jawab tersebut. Tanggung jawab 
adalah ciri manusia beradab (berbudaya). Manusia merasa bertanggung jawab 
karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula 
bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Untuk 
memperoleh atau meningkatkan kesadaran bertanggung jawab perlu ditempuh 
usaha melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan, dan takwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa. Seseorang mau bertanggung jawab dikarenakan ada kesadaran 
atau keinsyafan atau pengertian atas segala perbuatan dan akibatnya dan atas 
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 Penjelasan Pasal 1 ayat (3) a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak, 378 
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kepentingan pihak lain. Timbulnya tanggung jawab karena manusia itu hidup 
bermasyarakat dan hidup dalam lingkungan alam. Manusia tidak boleh berbuat 
semaunya atau sekehendaknya terhadap manusia lain dan terhadap alam 
lingkungannya. Manusia menciptakan keseimbangan, keselarasan, antara sesama 
manusia dan antara manusia dan lingkungannya.  
Orang tua tugasnya mendidik anak dengan baik, tanggung jawabnya 
membesarkan dan membiayai anaknya hingga dewasa. Sebagai anak tugasnya 
membantu pekerjaan rumah tangga seperti menyapu, mengepel, dan mencuci 
baju orang tua kita sendiri. Tanggung jawab anak kepada orang tua itu berbakti 
kepada mereka dan menjaga keutuhan nama baik keluarga kita. Bukan hanya itu 
saja kita sebagai anak bangsa harus bertanggung jawab juga untuk menjaga dan 
mengharumkan nama bangsa kita dengan prestasi dan bakat yang kita miliki 
seseorang pemimpin harus memberi contoh yang baik kepada anaknya.  
1. Kewajiban Orang Tua Menurut Undang-Undang 
Mengenai hak dan kewajiban orang tua diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang 
No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan :31 
 Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-
baiknya. 
 Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai 
anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus 
meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.  
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 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1991, hal. 299.   

































2. Kewajiban Orang Tua Menurut Hukum Islam 
Kewajiban tentang memelihara ini adalah pengertian yang sangat luas dan 
rasanya sulit untuk memberi definisi yang lengkap atas arti pemeliharaan ini. 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak memberi suatu definisi tentang arti 
pemeliharaan dimaksud. Nampaknya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
menyerahkan pengertian pemeliharaan pada kondisi-kondisi perkembangan sosial. 
Dalam Hukum Islam, kedua orang tua adalah manusia yang paling berjasa dan 
utama bagi diri seseorang. Allah SWT telah memerintahkan dalam berbagai tempat 
dalam Al-Qur’an agar berbakti kepada kedua orang tua. Allah SWT menyebutkan 
bersamaan dengan pentauhidan-Nya dan memerintahkan para hamba-Nya untuk 
melaksanakan sebagaimana akan disebutkan sebagai berikut. Hak kedua orang tua 
merupakan hak terbesar yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim. 
 
C. SEJARAH TERBENTUKNYA UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002 
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK 
Masalah seputar kehidupan anak merupakan persoalan yang harus 
mendapatkan perhatian secara khusus. Akibat kegagalan pranata sosial disinyalir 
sebagai penyebab ketidakmampuan pemerintah untuk mewujudkan kondisi ideal 
dalam melindungi hak-hak anak Indonesia.  Walaupun banyak naskah akademik, 
seminar-seminar, lokakarya yang mengusung tentang tema perlindungan anak 
namun belum dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap perlindungan 
anak dalam arti menyeluruh (komprehensif). 

































Jika mengacu kepada sejarah lahirnya Undang-undang Perlindungan Anak 
Nomor 23 tahun 2002 maka keberadaan UU a quo merupakan bentuk kepedulian 
dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memperjuangkan terlaksananya 
draf pertama Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Anak.  Draf 
pertama ini tersusun pata tahun 1998 dalam kondisi politik dan keamanan 
Indonesia yang kurang menguntungkan serta krisis ekonomi yang begitu 
menghawatirkan – masa pergantian pemerintahan dari Soeharto ke Habibie, 
kemudian dilanjutkan pada masa Abdurrahman Wahid -  yang menyebabkan draf 
Rancangan Undang-undang ini tertunda. 
Situasi yang tidak kondusif seperti ini mendorong UNICEF untuk 
mempasilitasi penyusunan suatu Rancangan Undang-undang tentang 
Perlindungan Anak melalui suatu tim yang dikenal dengan Tim-7, yang anggota-
anggotanya terdiri dari wakil Departemen Kehakiman, Departemen Sosial, 
Kantor Menteri Kesejahteraan Rakyat, Lembaga Bantuan Hukum, Perguruan 
Tinggi, Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, dan Komisi Nasional Lembaga 
Perlindungan Anak. Sejumlah masukan dari masyarakat, pakar, pejabat 
pemerintah, dan penegak hukum, diterima oleh Tim-7, diolah, dan diintegrasikan 
ke dalam naskah RUU tentang Perlindungan Anak.
32
  
Singkatnya RUU tersebut disampaikan kepada DPR-RI, kemudian oleh DPR-
RI disampaikan kepada Presiden RI dengan surat Nomor RU-02/1090/DPR-
RI/2002 tanggal 20 Februari 2002 dengan permintaan untuk dibicarakan dengan 
                                                 
32
 Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Perlindungan Anak berdasarkan UU No. 23 tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak (Jakarta : KPAI), 1 

































pemerintah guna mendapatkan persetujuan. Akhirnya Presiden mengutus Menteri 
Negara Pemberdayaan Perempuan dan Menteri Sosial guna mewakili pemerintah 
dalam pembahasan RUU tersebut dengan DPR-RI. Untuk menyongsong 
pembahaan RUU tentang Perlindungan Anak di DPR-RI, sebagian anggota Tim-
7 membentuk tim baru dengan nama Tim-5 yang difasilitasi oleh UNICEF 
dengan maksud dapat memberikan masukan sebagai bahan penyempurnaan atau 
pertimbangan Komisi VII DPR-RI yang membahas RUU tentang Perlindungan 
Anak.  Tim-5 bertindak  sebagai Tim Asistensi dari Komisi VII DPR-




D. UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002 
Pembentukan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didasarkan 
pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan 
landasan yuridis dan bagian kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam 
mewujudkan kehidupan anak dalam berbangsa dan bernegara.
34
 Berdasarkan 
pemikiran tersebut maka semua bentuk perhatian, pemeliharaan, dan seluruh 
aspek yang dapat dikategorikan dan dijangkau oleh kata perlindungan anak maka 
dapat dijadikan sebagai landasan yuridis.   
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Yang di maksud anak dalam UU NO.23 tahun 2002 tentang perlindungan 
anak di sini adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang 
masih dalam kandungan 
Undang-undang ini bertujuan untuk menjemin terpenuhnya hak-hak anak 
agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai 
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, 
berakhlak mulia, dan sejahtera. 
Karena setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 
berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Setiap anak berhak atas 
suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. 
Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan 
berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan 
orang tua. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan 
diasuh oleh orang tuanya sendiri. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan 
kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, 
dan sosial. Dan setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam 
rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan 
minat dan bakatnya.  
Karena setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, 
mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan 

































usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan 
kepatutan. Dan juga setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan 
waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan 
berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi 
pengembangan diri dan yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, 
bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. 
Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak, berhak memberi perlindunga 
kepada anak dalam hal perlindungan dan perlakuan atas: 
a. Diskriminasi 
b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual 
c. Penelantaran 
d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan 
e. Ketidakadilan 
f. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik 
g. Pelibatan dalam sengketa bersenjata 
h. Pelibatan dalam kerusuhan sosial 
i. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung  unsur kekerasan 
j. Pelibatan dalam peperangan 
Sedangkan perilaku anak yang wajib dilakukan adalah: 
a. Menghormati orang tua, wali, dan guru 
b. Mencintau keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman 
c. Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara 

































d. Menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya 
e. Melaksanakan etikan dan akhlak yang mulia 
Yang menjadi sasaran untuk menegakkan dalam Undang-Undang ini adalah: 
a. Negara dan Pemerintahan 
1. Berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin 
hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, 
jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan 
kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. 
2. Berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana 
dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. 
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak 
4. Menjamin perlindungan pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan 
memperhatikan hak dan kewajiban orang tua. 
5. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan 
pendapat  
Sebelumnya perhatian terhadap hak dan kewajiban anak hanya terfokus 
kepada para orang tua sebagai orang yang terdekat dan yang paling bertanggung 
jawab terhadap tumbuh kembang anak.  Namun sejalan dengan banyaknya 
perlakuan tidak baik dan tak manusiawi terhadap anak, baik di luar maupun di 
tengah-tengah keluarganya sendiri, maka Negara dalam hal ini pemerintah 
berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak. 

































Perlindungan anak yang diberikan oleh negara harus dapat menjamin 
terpenuhinya hak-hak anak secara optimal demi terwujudnya keadilan dan 
kesejahteraan bagi anak.  Namun perlindungan yang diberikan hendaknya sesuai 
dengan asas dan prinsip dasar kemanusiaan serta norma-norma yang 
ada.  Sehingga perlindungan yang diberikan tidaklah melanggar hak-hak orang 
lain dan juga tidak melanggar norma agama sebagai norma yang harus dijunjung 
tinggi kemurnian ajarannya.  
Dalam Undang-Undang ini juga mengatur terhadap sanksi bagi yang 
melanggar; antara lain 
35
 
a. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan 
1) Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami 
kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi 
sosialnya 
2) Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami 
sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial. 
3) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 
b. Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam 
situasi darurat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 60, anak yang 
berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, 
anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang 
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diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, 
alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban 
penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut 
memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 
c. Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan 
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat 
(2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah). 
d. Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman 
kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling 
banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). 
e. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka 
pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 
f. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

































g. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan 
tersebut orang tuanya. 
h. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau 
dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima 
belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 
Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 
60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 
i. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula 
bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, 
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan 
dengannya atau dengan orang lain. 
j. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, 
atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 
perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima 
belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 
Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 
60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 
k. Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk 
diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 
15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling 

































banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 
60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 
l. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ 
dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 
m. Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan 
tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta 
rupiah). 
n. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ 
tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, 
atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek 
penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan 
yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua 
ratus juta rupiah). 
o. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian 
kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas 
kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak 
tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan 
agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 

































(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus 
juta rupiah). 
p. Setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memperalat 
anak untuk kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 
atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam 
sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan 
dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam 
peperangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 
q. Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan 
maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 
r. Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, 
melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi 
atau distribusi narkotika dan/atau psikotropika dipidana dengan pidana 
mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 
20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan 
denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan 
paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 
s. Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, 
melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, 

































atau distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun 
dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan 
denda paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). 
t. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, 
Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 
86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 dilakukan oleh korporasi, maka 
pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya. 
u. Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan 
ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana 
denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 
 
E. PENGERTIAN ANAK 
Perhatian terhadap kesejahteraan seorang anak tersebut sudah lama ada 
sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri, yang dari hari ke 
hari semakin berkembang luas. Anak adalah putra atau putri kehidupan, masa 
depan negara dan bangsa. Pada tanggal 23 Juli 1979 lahirlah Undang-undang 
Nomor 4 Tahun 1979 yang mengatur tentang Kesejahteraan Anak Anak baik 
secara rohani, jasmani, ataupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri 
sendiri atau hidup dengan sendiri. Maka dari itu orang tua harus bisa menjamin, 
membimbing, dan menjaga semua kepentingan anak itu. Karena kewajiban 
inilah, maka yang bertanggung jawab atas hak-hak anak tersebut yakni orang tua 

































atau keluarganya atau kepala keluarga. Anak adalah bagian dari generasi muda 
sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus 
cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri 
dan sifat khusus, memerlukan bimbingan dan perlindungan dalam rangka 
menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, 
serasi, selaras, dan seimbang.
36
 Anak juga adalah seseorang yang belum mencapai 
umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
37
 Apabila kewajiban 
atau tanggung jawab orang tua terhadap anakanaknya tersebut tidak dapat 
terpenuhi, maka dapatlah pihak lain baik karena kehendak sendiri maupun sesuai 
dengan ketentuan hukum untuk mengurusi anak-anak tersebut. Bilamana 
memang tidak ada pihak-pihak yang dapat melaksanakannya maka pelaksanaan 
hak dan kewajiban orang tua tersebut menjadi tanggung jawab negara ini.
38
 
Seorang anak memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah kehidupan 
rumah tangga, karena tujuan melangsungkan perkawinan selain untuk 
membangun mahligai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera juga untuk 
mempersatukan keluarga dan meneruskan keturunan, sehingga tidak heran jika 
banyak pasangan suami isteri yang baru melangsungkan perkawinan begitu 
mendambakan kehadiran seorang anak dalam kehidupan rumah tangganya, 
karena selain anak akan menjadi cikal bakal penerus keturunan bagi orang tuanya 
juga akan membuktikan kesempurnaan ikatan cinta dan kasih sayang diantara 
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 Dalam sebuah perkawinan yang ideal, kehadiran anak merupakan 
idaman bagi setiap orang tua, namun pada kenyataan yang ada tidaklah selalu 
demikian, banyak fakta yang menunjukan bahwa orang tua rela membuang 
bahkan membunuh anaknya sendiri demi menutupi aib bagi keluarganya. 
Kelahiran si anak akan membuat malu bagi keluarga karena anak itu dihasilkan 
dari hubungan di luar nikah yang tidak dibenarkan oleh ajaran agama dan etika 
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PRAKTIK PENITIPAN ANAK DI DESA MORONYAMPLUNG, 
KECAMATAN KEMBANGBAHU, KABUPATEN LAMONGAN 
 
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian 
Dalam kehidupan sosial bermasyarakat, keadaan suatu wilayah sangat 
berpengaruh dan menentukan watak serta sifat dari masyarakat yang menempatinya, 
sehingga karakteristi masyarakat itu akan berbeda antara wilayah satu dengan 
wilayah lainnya. Seperti yang terjadi pada masyarakat Desa Dadapmulyo Kecamatan 
Sarang Kabupaten Rembang, yang mana diantaranya adalah faktor geografis, faktor 
sosial, keagamaan, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor budaya. 
 
1. Letak Geografis dan Struktur Pemerintahan Desa 
Desa Moronyamplung adalah sebuah Desa yang bisa dikatakan masih alami 
karena letaknya jauh dari kota sehingga Desa ini jauh dari polusi. Desa 
Moronyamplung adalah salah satu Desa dari 12 desa yang terletak di Kecamatan 
Kembangbahu Kabupaten Lamongan. Desa Moronyamplung memiliki luas wilayah 
jurang lebih 413 ha. Adapun daerah-daerah yang membatasi Desa Moronyamolung 
Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut: 
 
 Sebelah Utara  : Desa Pelang, Kecamatan Kembangbahu 

































 Sebelah Selatan  : Desa Tugu, Kecamatan Mantup 
 Sebelah Barat  : Desa Sumberbendo, Kecamatan Mantup 
 Sebelah Timur  : Desa Dumpiagung, Kecamatan Kembangbahu 
 
 
Berdasarkan catatan yang terdapat di kantor kepala Desa Moronyamplung dari 
jumlah penduduknya, 98% penduduknya beragama Islam dan 2% beragama Kristen 
da Katholik. Hal ini menunjukan bahwa agama Islam yang dianut oleh mayoritas 
penduduk sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, sehingga corak dan 
tradisi budaya yang dilatarbelakangi ajaran Islam juga sangat menonjol dalam 
kegiatan kemasyarakatan. Hal ini tebukti dengan adanya kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan oleh masyarakat disekitar diantaranya: 
a. Kegiatan yasinan yang dilakukan oleh para lelaki baik itu yang bapak-bapak, 
Remaja dan yang masih kecil. Kegiatan ini dilaksanakan setiap malam jum’at 
setelah solat Isya’ di tempat yang berbeda, bergiliran di rumah-rumah penduduk 
atau mushollah yang ada disana. 
b. Kegiatan diba’iyah yang dilakukan oleh anak-anak remaja putra dan putri setiap 
malam selasa setelah Magrib di tempat masjid secara bergiliran.  
c. Kegiatan tahlil sekaligus pengajian yang dilakukan oleh semua kalangan 
perempuan setiap sebulan sekali ditempat rumah warga secara bergantian.  
Desa Dadapmulyo yang seluruh warganya beragama Islam juga mempunyai 
fasilitas keagamaan yang cukup lengkap. Hal ini terbukti dengan dibangunnya 
masjid dan musholla. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

































No Sarana Ibadah Jumlah 
1 Masjid 5 
2 Musholla 10 
3 Gereja 0 
 
 
Kondisi Pendidikan  
Berbicara mengenai pendidikan selalu terkait dengan sarana dan prasarana 
lembaga pendidikan yang ada, karena sarana tersebut merupakan tolak ukur bagi 
perkembangan pendidikan anak didik generasi yang akan datang. Masyarakat Desa 
Dadapmulyo rata-rata mengenyam pendidikan sampai SMP/MTs, tetapi beberapa 
tahun terakhir kesadaran akan pendidikan mulai meningkat sehingga yang 
melanjutkan ke tahap selanjutnya juga semakin banyak. ada juga sebagian yang 
mengenyam sampai perguruan tinggi. Adapun rincian tentang data penduduk 
menurut tingkat pendidikannya adalah sebagai berikut: 
No Keterangan  Jumlah  
1 Penduduk usia 10th keatas yang buta huruf 0 
2 Penduduk Tidak Tamat SD/Sederajat 0 
3 Penduduk Tamat SD/Sederajat 1304 
4 Penduduk Tamat SLTP/Sederajat 572 
5 Penduduk Tamat SLTA/Sederajat 391 
6 Penduduk Tamat D-1 5 

































7 Penduduk Tamat D-2 2 
8 Penduduk Tamat D-3 3 
9 Penduduk Tamat S-1 12 
10 Penduduk Tamat S-2 1 
11 Penduduk Tamat S-3 0 
 
 
Kondisi Sosial Ekonomi  
Dalam kegiatan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, warga Desa 
Jungkarang berkecimpung dibeberapa macam sektor dalam hal pekerjaan dan 
disesuaikan dengan minat dan keahliannya. Seperti bercocok tanam/petani, 
pedagang, pengusaha, buruh, pegawai negeri, bidan, guru dan yang lainnya. Namun 
menurut hasil survey yang ada , mayoritas penduduk di Desa Dadapmulyo rata-rata 
bekerja disektor pertanian, buruh dan swasta sebagaimana dapat dilihat pada tabel 
berikut ini: 
No Jenis Pekerjaan Jumlah 
1 Petani 1107 
2 Pedagang  44 
3 PNS 28 
4 Guru  6 
5 POLISI 1 
6 Bidan 1 

































7 Mantri Kesehatan / Perawat 3 
8 ABRI 3 
9 Pensiunan POLRI, ABRI, SWASTA 3 
 
Di Desa Moronyamplung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan 
yang berpenduduk 382 Kepala Keluaraga dan 50% diantaranya adalah wanita 
karir, Dalam kasus yang terdapat di desa Desa Moronyamplung Kecamatan 
Kembangbahu Kabupaten Lamongan yaitu kedua orang tua ini lebih 
mementingkan mengejar karir daripada lebih memilih untuk menjaga anak, 
kenapa tidak suami saja yang bekerja karena tugas suami adalah mencari nafkah 
untuk keluarganya, menurut penulis dalam keluarga ini untuk faktor ekonomi 
dapat dikatakan mampu, mengapa sang istri juga ikut bekerja dan membiarkan 
anaknya diasuh oleh tetangga sekitar, bukannya nitu sudah kewajiban seorang 
istri intuk mnejaga ana-anaknya. Maka kewajiban orang tua terhadap anaknya 
bukan hanya mencarikan nafkah, tetapi lebi dari itu orang tua juga harus 
mengarahkan anak-anaknya untuk mengerti kebenaran, mendidik akhlaqnya dan 
memberi contoh yang baik-baik, dan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak 
juga sudah mengatur bahwa setiap anak setiap anak berhak untuk mengetahui 
orang tuanya, dibesarkan oleh orang tuanya.  
 
B. Alas an Orang Tua Pelaku dan Pandangan Masyarakat Tentang Praktik Penitipan 
Anak di Desa Moronyamplung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan 

































Dalam penelitian ini juga diperlukan data wawancara dari bebera warga dan 
tokoh masyarakat setempat, termasuk dari orang tua yang menitipkan anak. 
Pendapat pertama dari orang tua yang menitipkan anak tersebut dari bapak Rudi 
Handriono salah satu alasan kenapa beliau menitipkan anaknya kepada tetangga 
adalah dikarenakan beliau dan istri sama-sama bekerja sehingga jika sianak tidak 
dititipkan ke tetangga maka tidak ada yang merawat si anak tersebut dirumah. 
Menurut bapak Rudi Handriono istrinya tidak mau karena jika sang istri 
berada dirumah maka si istri akan bosan sehingga walaupun sudah mempunyai 
anak si istri tetap melanjutkan pekerjaannya, terkait biaya yang dikeluarkan oleh 
bapak Rudi Handriono kepada tetangga yang dititipi menurut beliau tidak 
mengeluarkan uang sepeserpun dikarenakan sudah menjadi tradisi di desa untuk 
hidup saling tolong menolong akan tetapi sebagai ganti dari upah tersebut 
terkadang bapak Rudi Handriono memberikan sembako atau uang yang diberikan 
kepada anak tetangga tersebut untuk uang saku sekolah.
1
 
Wawancara selanjutnya saya lakukan kepada ibu Mimin selaku orang yang 
menitipkan anak kepada tetangga, menurut beliau alas an kenapa menitipkan 
anak ke tetangga adalah karena bosan hanya menggagur dan merawat anak 
dirumah dan ingin membantu perekonomian keluarga.
2
 Begitu juga alasan dari 
keluarga yang lain dengan alasan yang sama padahal untuk perekonomian 
keluarga sangat mampu menurut saya baik dalam sandang dan juga pangan. 
                                                 
1
 Wawancara bapak  Handriono  tanggal 28 September 2017 
2
 Wawancara ibu Mimin tanggal 5 februari 2018 

































Pendapat selanjutnya dari tetangga yang dititipi yang bernama ibu Sripah 
menurut beliau sudah lama dititipi anak oleh bapak Rudi Handriono menurut 
beliau hanya membantu karena juga kasiahan terhanap anak tersebut karena 
ketika pagi hari tidak ada yang merawat dikarenakan kedua orang tuanya kerja, 
menurut Ibu Sripah memang tidak diberi upah bahkan beliau juga tidak meminta 
upah karena apa yang dilakukan oileh beliau semata-mata hanya membantu 
tetangganya tersebut.  
Akan tetapi walaupun ibu sripah tidak diberi upah akan tetapi oleh bapak   
biasanya beliau dibelikan sembako atau bahkan terkadang anak beliau diberi 
uang untuk uang saku, menurut bu sripah walaupun tidak diberi upah akan tetapi 
dengan dibelikan sembako dan anaknya diberi uang saku untuk sekolah sudah 
cukup dan dianggap sebagai upah.
3
 
Pendapat selanjutnya dari bapak alim selaku ketua RT menurut beliau 
praktek penitipan anak yang terjadi di wilayahnya sudah sebagai hal yang 
lumrah karena masyarakat didesa masih menganut asas gotong royong sehingga 
membantu tetangga yang kesulitan dapat dibantu oleh tetangganya, terhadap 
upah yang tidak diberikan secara pasti atau hanya diberikan sembako adalah 
sesuatu hal yang tidak perlu diributkan, karena yang menjadi tumpuannya 
adalah bahwa antara orang tua yang menitipkan anaknya dengan pihak yang 
                                                 
3
 Wawancara ibu Sripah tanggal 29 September 2017 





































Pendapat senada juga diutarakan oleh pak Suwadi selaku tokoh masyarakat 
bahwa praktek penitipan anak yang ada di Desa Moronyamlung sudah sangat 
lumrah karena antara warga satu dengan yang lain seperti keluarga sehingga 
bagi yang dititipi anak tidak merasa terbebani karena mereka menganggap juga 
sebagai anak sendiri. 
Terkait tidak adanya upah yang pasti menurut pak Sumardi bukan menjadi 
soal karena yang merasa dititipi tidak merasa terbebani sehingga mereka tidak 
mempermasalahkan upah, bahkan ada yang malah senang dititipi anak karena 





C. Praktik Penitipan Anak di Desa Moronyamplung Kecamatan Kembangbahu 
Kabupaten Lamongan 
Di Desa Moronyamplung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan 
yang berpenduduk 382 Kepala Keluaraga dan 50% diantaranya adalah wanita 
karir, Dalam kasus yang terdapat di desa Desa Moronyamplung Kecamatan 
Kembangbahu Kabupaten Lamongan yaitu kedua orang tua ini lebih 
mementingkan mengejar karir daripada lebih memilih untuk menjaga anak, 
                                                 
4
 Wawancara bapak Alim tanggal 30 September 2017 
5
 Wawancara bapak Sumardi tanggal 1 Oktober 2017 

































kenapa tidak suami saja yang bekerja karena tugas suami adalah mencari nafkah 
untuk keluarganya, menurut penulis dalam keluarga ini untuk faktor ekonomi 
dapat dikatakan mampu, mengapa sang istri juga ikut bekerja dan membiarkan 
anaknya diasuh oleh tetangga sekitar, bukannya nitu sudah kewajiban seorang 
istri intuk mnejaga ana-anaknya. Maka kewajiban orang tua terhadap anaknya 
bukan hanya mencarikan nafkah, tetapi lebi dari itu orang tua juga harus 
mengarahkan anak-anaknya untuk mengerti kebenaran, mendidik akhlaqnya dan 
memberi contoh yang baik-baik, dan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak 
juga sudah mengatur bahwa setiap anak setiap anak berhak untuk mengetahui 
orang tuanya, dibesarkan oleh orang tuanya.  
Apabila orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak 
tersebut terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak 
asuh oleh orang tua lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 7), 
setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 14). 
Sebagai lembaga pendidikan anak yang utama dan pertama keluarga dalam 
pendidikan Islam mempunyai pengaruh besar terhadap kepribadian anak karena 
suasana pendidikan yang pertama kali dialaminya akan selalu menjadi kenangan 
sepanjang gidupnya. Pendidikan seperti ini memerlukan pembiasaan dan 
pemeliharaan dengan penuh rasa kasih sayang dari kedua orang tuanya. 
Dengan latar belakang seperti inilah yang menjadi pertimbangan penulis 
ingin sekali membahas, meneliti lebih mendalam mengenai dampak tindakan 

































tersebut terhadap pendidikan anak yang didtitipkan oleh orang tua yang bekerja 
di Desa Moronyamplung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan. 
 
 


































TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PRAKTEK 
PENITIPAN ANAK OLEH ORANG TUA YANG BEKERJA\ 
 
A. Bagaimana Praktek Penitipan Anak Terhadap Praktek Penitipan Anak Oleh 
Orang Tua Yang Bekerja\ di Desa Moronyamplung Kecamatan Kembangbahu 
Kabupaten Lamongan 
Dalam mengkaji praktek penitipan anak menggunakan hukum Islam 
terlebih dahulu harus diketahui tentang hak dan kewajiban dari orang tua dan 
dalil penitipan anak menurut Islam. 
Dalam Islam penitipan anak bisa disebut dengan hadhanah, pengertian 
dari hadhanah sendiri menurut Para  ulama  Fikih  mendefinisikan  hadhanah  
yaitu  melakukan  pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki 
maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi  belum  tamyiz,  
menyediakan  sesuatu  yang  menjadi  kebaikannya,  menjaganya dari  
sesuatu  yang  menyakiti  dan  merusaknya,  mendidik  jasmani,  rohani,  
akhlaknya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul 
tanggung jawab. Dalam kitab Subulus salam disebutkan bahwa hadhanah 
adalah pemeliharaan anak  yang  belum  mampu  berdiri  sendiri  mengurus  

































dirinya,  pendidikannya  serta pemeliharaannya  dari  segala  sesuatu  yang 
membinasakannya  atau  yang membahayakannya.  
Salah satu dalil yang membolehkan praktek hadhanah adalah: 
                    
                  
              
          
             
   
233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 
penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban 
ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. 
seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. 
janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang 
ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya 
ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 
permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin 
anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu 
memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada 
Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. 
 
Jika membandingkan dalil diatas dengan kasus penitipan anak perlu 
digaris bawahi bahwa yang menjadi dasar dari hadhanah adalah ketidak 
mampuan kedua orang tua untuk membiayai sehingga kedua orang tua 
tersebut menitipkan anaknya dikarenakan istri bekerja untuk membantu 
suami memenuhi kebutuhan hidup, akaan tetapi kasus penitipan anak di desa 
Moronyamplung bahwa pada dasarnya orang tua dari anak yang dititipkan 

































adalah notabenya sudah cukup sehingga seharusnya istri tidak perlu berupaya 
untuk bekerja akan tetapi cukup dirumah dan membesarkan anaknya, karena 
kewajiban orang tua kepada anaknya adalah: 
1. Memberi nama yang baik  
2. Ibu hendaknya Menyusui anaknya. 
3. Mengasuh dan membimbing anak (bukan diasuh oleh pembantu). 
4. Mengkhitan si anak  
5.  Mengajari alquran, sholat,puasa, adab dan etika  
6. Mengajari anak naik kuda, berenang dan memanah.  
7. Memberi nafkah dari rezeki yang halal sampai si anak mandiri atau 
menikah.  
8. Memilihkan teman yang baik.  
9. berbuat adil kepada semua anak anaknya.  
10. Menjadi contoh yang baik bagi anaknya.  
11. Mencarikan pendamping hidup yang sholeh bagi anaknya. 
Jika dilihat dari pengertian dan hukum dari hadhanah sendiri dan 
kewajiban orang tua kepada anak terhadap penitipan anak di desa 
Moronyamplung dapat ditarik kesimpulan bahwa penitipan anak tersebut 
tidak dibenarkan, karena kedua orang tua tergolong mampu sehingga tidak 
perlu istri ikut bekerja, dan dalam praktek penitipan ini tidak adanya upah 
yang diberikan oleh orang tua kepada pengasuh. 

































Karena pemberian upah untuk pengasuh sudah jelas dalam surat Al 
baqarah ayat 233 bahwa ketika seseorang menitipkan anaknya ke orang lain 
harus diberi imbalan yang sepadan yaitu upah yang pantas karena Ketiadaan 
upah tersebut dikawatirkan akan membuat pengasuh merawat si anak dengan 
seadanya karena tidak adanya timbal balik yang diberikan orang tua kepada 
pihak pengasuh.  
 
B. Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak Terhadap Praktek Penitipan Anak Oleh Orang Tua Yang 
Bekerja`  
 
Setiap orang tua berkewajiban mendidik anak agar menjadi manusia 
saleh, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Bukankah Al-Qur’an telah 
memerintahkan dalam surat At-Tahrim ayat 6: 
                
            
“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 
diperintahkan.”1 
                                                 
1
 Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahnya(Bandung; Diponegoro,2012), 
560. 



































Pendidikan itu merupakan hak mendasar bagi sang anak. Pendidikan 
tersebut memiliki dua tujuan yang utama, yakni memberikan kondisi yang 
layak agar si anak bisa belajar agama sebagai bekal di akhirat dan tujuan 
kedua mencetak generasi unggul berkarakter yang siap terjun di dunia nyata. 
Komponennya bisa sangat bervariasi.  
Baik menyangkut kesiapan fisik, spiritualitas, maupun intelektualitas. 
Tuntunan mendidik anak ini sesuai dengan seruan Alquran yang meminta agar 
orang tua menjaga segenap keluarga dari berbagai hal yang menjerumuskan. 
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 
neraka. 
Menurut Imam al-Kasani, perempuan dinilai paling layak mendidik anak 
karena ia dikenal dengan kelembutan dan kesabarannya. Syekh Muhammad 
Khatib as-Syarbini dalam Mughni al-Muhtaj mengatakan, ibu dinilai paling 
pantas mendidik anak karena pada umumnya ia lebih lembut dan sabar 
menghadapi anak.  
Dalam konteks apakah pendidikan itu termasuk hak anak atau sekaligus 
pula hak ibu, Prof Abd al Karim Zaidan menjelaskan kedua persoalan itu 
dalam bukunya berjudul al-Mufashal fi Ahkam al-Marati. Permasalahan 

































pertama yang ia bahas ialah soal status pengasuhan itu. Ia mengutip pendapat 
para ulama mazhab.  
Menurut Mazhab Hanafi, pengasuhan anak itu adalah hak bagi ibu dan 
dianggap hak pula untuk si anak. Pendapat ini disampaikan oleh al-Jashash. Ia 
mengatakan, seorang ibu itu berhak membesarkan anak selama ia masih kecil 
sekalipun tak perlu lagi asupan ASI.  
Mazhab Syafii menyebut, pengasuhan anak adalah hak bagi ibu. Syekh as-
Syarbini mengatakan hal itu dalam Mughni al-Muhtaj. Menurutnya, hak itu 
akan tetap berada di tangan ibu. Bila ia menghilang atau berhalangan seperti 
sakit berkepanjangan, hak itu berada di pihak nenek.  
Dalam kondisi berhalangan seperti ini, ibu si anak tidak boleh dipaksa 
mengasuh selama yang bersangkutan tidak menanggung beban nafkah. 
Kecuali jika tidak terdapat sosok ayah dan ialah pencari nafkah, ia wajib 
dipaksa mengasuh. 
Pandangan ulama Mazhab Maliki terpecah. Ada yang berpendapat 
pengasuhan itu adalah hak bagi ibu. Sebagian lain berpandangan pengasuhan 
tersebut adalah hak bagi anak.  Seandainya sang ibu membatalkan haknya 
tersebut tanpa sebab, kemudian ia ingin mengambilnya kembali, ia tidak 
berhak. Ini karena hak asus tersebut adalah milik ayah, menurut pendapat 
yang populer. Merujuk opsi yang lain, ia bisa mengambilnya kembali. 

































Menurut Mazhab Hanbali, jika seorang ibu menolak mengasuh, ia tidak 
dipaksa. Karena, mengasuh anak bukanlah kewajiban atasnya. Ini berarti 
bahwa pengasuhan anak bukan kewajiban bagi ibu, melainkan adalah hak. 
Hak tidak boleh ada pemaksaan. 
Tujuan dikeluarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang 
perlindungan anak adalah bahwa Negara melindungi anak dari beberapa 
ancaman dan Negara mengambil peran penting dalam keselamatan dan 
kesejahteraan hidup anak dibawah umur. Sebelum kita melihat kasus 
prnitipan anak di desa Moronyamplung menggunakan Undang-Undang No 23 
Tahun 2002 tentang perlindungan anak lebih dulu kita melihat hak yang perlu 
didapat anak dari orang tua, antara lain: 
1. Hidup, tumbuh, berkembang. 
2. Identitas diri. 
3. Kewarganegaraan 
4. Memeluk Agama. 
5. Berhak mengetahui orang tua, 
6. Dibesarkan dan diasuh orang tua. 
7. Pendidikan. 
8. Pelayanan kesehatan. 
Sedangkan kewajiban orang tua terhadap anak terdapat pada pasal 26 
Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu: 
1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; 

































2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan 
minatnya;  
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. 
Jika kasus penitipan anak di desa Moronyamplung bisa ditarik benang merah 
yaitu 
1. Orang tua telah melanggar pasal 26 Undang-Undang No 23 tanun 2002 
Tentang perlindungan anak dimana orang tua tersebut dalam keadaan 
mampu secara finansial sehingga tidak seharusnya istri ikut bekerja. 
2. Dampak dari tidak diasuhnya anak tersebut sudah menghilangkan hak 
anak untuk dapat diasuh oleh orang tua kandung. 
3. Adanya penelantara anak yang dilakukan oleh orang lain, indicator dari 
penelantaran tersebut antara lain: 
a. Orang tua menitipkan anak ke tetangga tidak adanya upah, sehingga 
disini nadanya penelantara dikarenakan jika tidak aada upah 
dikawatirkan pihak yang dititipi pun akan bertindak sesukanya, 
karena tidak ada upah yang layak buat pengasuh. 
b. Keadaan ekonomi dari orang tua mampu akan tetapi tetap menitipkan 
anaknya. 
c. Sedikitnya hari libur yang dimiliki oleh orang tua sehingga intensitas 
bertemu antara anak dan orang tua sangat terbatas. 
Jika dilihat dari beberapa pertimbangan diatas terhadap kasus penitipan 
anak di desa Maronyamplung kecamatan Kembangbahu Kabupaten 
Lamongan adalah melanggar dari Undang-Undang No 23 tanun 2002 Tentang 

































perlindungan anak, bahkan adanya indikasi bahwa dari pihak orang tua 
menelantarkan anaknya. 
Kalauupun pihak orang tua menitipkan anaknya harusnya dengan 
memberi upah kepada pengasuh dan walaupun anaknya dititipkan orang tua 
juga harus punya waktu untuk memantau atau mengasuh sianak, tidak serta 
merta melepas tanggung jawab sebagai orang tua. 







































1. Praktek penitipan anak yang terjadi di Desa Moronyamplung, Kecamatan 
Kembangbahu Kabupaten Lamongan yaitu bahwa orang tua dari anak 
tersebut sama-sama bekerja, dan anak mereka dititipkan kepada 
tetangganya. Sebagai imbalan balas budi orang tua dari anak yang 
dititipkan memberi sembako yang tiap pemberian tidak sama tiap 
bulannya, dan tidak pasti pemberian upahnya. 
2. Dalam hukum Islam penitipan anak bisa disebut dengan hadhanah, Jika 
dilihat dari pengertian dan hukum dari hadhanah sendiri dan kewajiban 
orang tua kepada anak terhadap penitipan anak di desa Moronyamplung 
dapat ditarik kesimpulan bahwa penitipan anak tersebut tidak dibenarkan, 
karena kedua orang tua tergolong mampu sehingga tidak perlu istri ikut 
bekerja, dan dalam praktek penitipan ini tidak adanya upah yang 
diberikan oleh orang tua kepada pengasuh. 
  Jika dilihat dari beberapa pertimbangan diatas terhadap kasus penitipan 
anak di Desa Moronyamplung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten 
Lamongan adalah melanggar dari Undang-Undang No 23 tanun 2002 
Tentang perlindungan anak. 

































Kalaupun pihak orang tua menitipkan anaknya harusnya dengan 
memberi upah kepada pengasuh dan walaupun anaknya dititipkan orang 
tua juga harus punya waktu untuk memantau atau mengasuh sianak, tidak 
serta merta melepas tanggung jawab sebagai orang tua. 
 
B. Saran 
Ada baiknya jika kedua orang tua mampu anak tidak perlu 
dititipkan akan tetapi diasuh sendiri, akan tetapi jika kedua orang tua 
tidak mampu maka boleh diasuh oleh orang lain akan tetapi dengan upah 
yang pantas. 
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